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Abstrak

Skripst i membahas  tentang  faktorfaktor wang mampengarubi kemandirian  daerah
| kabupatervkola di Sumalera Barat: Kemandiran daerah ini nantinya dicerminkan oleh variabeal
Wapasitas Fiskal sebagai varabel dependen. Adapun vanabel-vanabel yvano dianglisis adalan
Produke Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD} dan Bani Hasil Pajak
{BHP). Fenelitiar ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana hubungan varabel

PORE, PAD, dan BHF terhadap Kapasitas Fiskal sena unluk mengelabui dan menganalisis |

kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemenntah dan memberikan langkah kebijakan untik
meningkatkan kemandirian daesrah. Data yang digunakan adalah data sekunder periode tahun
[ 2000-2007. Setolab melakukan pengolaban data dengan menggunakan dala panal gabungan
| cross section dengan fime sengs maka diperoleh penemuan empinis bahwa vanabel PAD dan

EHF berpengaruh signifikan terhedap Kapasitas Fiskal, sedangkan variabel PDRBE yang dianggap |
sebelumnya sebagai varizbel yang dapat meningkatkan kemandinan dacrah melalei pengelalaan |

piensi sekioral daerah fernyata lidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal daerah

kabupaten/kota di Sumatera Barst, Terkait dengan hasil analisis yang dihasilkan, yaitu semua

deereh sebaiknys dapat mengelola dengan baik variabel-vanabel yany dapal mempengaruhi
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Pengelolaan pemenntah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tinglat
kahupaten dan kota telah memasuki e baru sejalan dengan dikeluarkannya UL
nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintaban Daerah ditkut oleh U
nomaor 25 tahun 1999 (ULU-PKPD) wentang Perimbangan Kevangan Pusat-Dacrah
vang mengatur aspek desentralisast hskal.

Kebijakan Pemenntah Indonesia tentang otonomi dacrah, mula dilaksanakan
seearn efekiil sejak langgal 1 Januari 2001, merupakan Kebijakan vang dipandang
sangal  demokratis dan memenuhi  aspek  desentralisasi pemerintaban yanp
sesungguhnya. Menumt Mardiasmo (2002) sejak saat itu, wacana otonomi doeruh
mengemukakan dengan berbagai dilema baru vang perle puls memperoleh solus:
haru, vang sejalan dengan perkembangan politik dalam era relormast serts sekalipus
sebapal pelaksanaan terbadap UUD 1945 yang didalamnya disebutkan hahwa sistem
pemerintaban Negara Kesatvan Republik Indonesia adalah memberikan kelelussasn
kepada dacrah  wntuk  menvelenggarakan  otonomi  dasrah.  Wacana  terschut
memperoleh sambutan positif dar semua pibak, denpan segenap harapan bahwa
melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terbadap adanva upaya unluk
menghilangkan prakick-prakiek sentrahisuk yang pada satu sisi dianpgap kurang

menguntungkan bagi daermh dan penduduk lokal.



Pertimbangan yang juga mendasari perlunya diselengrarakan otonomi dasrah
adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar neperi. Kondisi di dalam neger
menpindikasikan  bahwa  rakvat  menghendaki  keterbukaan  dun kemandinan
(desentralisasi}, [N lain pihak, keadsan di luar pegen menunjukkan semakin
muraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk pemeriniah
daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini dibarapkan akan lercapal melalu
pemingkatan kemandinan pemermiah daerah, (Halim, 2002

Menurat  Saragih (2003),  Kebjakan  desentralisasi  ditojukan ook
mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah  dasrah  otonom  mempunyu
kewenangan untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakal sclempat
menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat. Inti hakekar otonomi
adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.

Dalam  perkembangannya  kebijakan  ini disempornakan  dengan
dikeluarkannya UL Mo, 32 Tahun 2004 dan U1 Mo, 33 Tabun 2004, Eedua UU ini
mengatur tentang © “Pemerintahan Daerab dan Perimboangan Kedangan  antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”™. Kebijakan ini merupakan tantaogan dun
peluang  bagi  pemerintah  daerah  dikarenakan  pemeriniah  dacrah  memiliki
kewenanpan lebih besar untuk mengelola sumber daya vang dimiliki secarn elisicn
dan efektif,

Adanya kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya
tuntutan  peningkatan kemandirian daerah  (Sidik, 2002}, Dacrsh dibarapkan
mengalami  percepatan  pertumbuban  ekonomi  (peningkatan kescjahteraan

masyarakat). Untuk itu, pemenntah dagrab seyopyanya lebih berkonsentrasi pada



BAB VI

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Seperti yang telab dijabarkan pada Bab-Bab sebelumnya bahwa penelitian ini
menganalisis hubungan Produk Domestik Regronal Bruto (PDRB), Pendapatan Ash
Dacrah (PADY dan Bagi Hasil Pajak  (BHPY erhadap  Kapasiwas  [Fiskal
Kabupaten/kota di Sumatera Baral.

Berdasarkan lujuan yang hendak dicapai. maka ada beberapa kesimpulan vang
merapakan hasil penelitian vang telah dilakukan, yaitu:

|, Pertumbuhan PDRB riil dacersh ksbupaten/kota di Sumatera Barst pads
periode tahun 2000-2007 mengalami peningkatan tetapi relatit rendah vaitu
sebesar 4.7 % liap tahunnya,

2. Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu variabel  yang
mempengaruhl  kemandinan  daserah,  Selama penode  tabun 2000-2007
perkembangan PAD  kabupaten‘kota di  Sumatera  Barat  menpalami
periumbuhan, Rata-rata pertumbuban PAD rill daerab kabupaten'kota di
Sumalera Barat cukup tinggi dimana mencapa 32,08 % Gap lahunnya,

3, Selama periode tahun 2000-2007 pertumbuban Bagi Hasil Pajak (BHP) il
daerah kabupaten/kota i Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cokup
tingpi sehesar 23,94 % tiap tahunnya.

4. Berdasarkan hasil regresi, vanabel Produk Domestik Regional Bruto (PDERB)

tidak berpengaruh signifikan  terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten/kota di

i
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